BAB Il

DESKRIPSI OBJEKTIF PENELITIAN

A. Profil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 2.1
Nama Resmi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Ibu Kota Yogyakarta
Luas Wilayah 3.133,15 km?
Jumlah Penduduk 3.542.078 jiwa
Suku Bangsa Jawa, Sunda Parahiyangan, Melayu,

Tionghoa, Batak (Tapanuli), Minang Kabau,
Bali, Madura, dan lain-lain

Agama Islam: 3.084.990 jiwa, Kristen Protestan:
92.097 jiwa, Kristen Katholik: 162.806 jiwa,
Budha: 5.387 jiwa, Hindu: 5.798 jiwa
Wilayah Administrasi Kab.: 4, Kota: 1, Kec.:78, Kel.:46, Desa: 392

Lagu Daerah Pitik Tukung, Sinom

Website http://www.jogjaprov.go.id

Sumber: Permendagri Nomor 39 Tahun 2015

1. Profil dan Sejarah Singkat

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaanya dalam konteks historis
dimulai dari berdirinya sejarah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
berdasarkan perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul satu sistem

pemerintahan yang teratur kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai
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Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan satu bagian dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat didirikan pada tahun 1755oleh Pangeran Mangkubumi yang
bergelar Sultan Hamengku Bowono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman
didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan

Hamengku Bowono 1) yang bergelar Adipati Paku Alam 1.

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (Bahasa
Jawa) adalah nama yang diberikan Pabu Buwono Il (Raja Mataram tahun
1719-1727) sebagai pengganti nama Pasanggrahan Gartitawati. Yogyakarta
berarti Yogya yang Kerta, Yogya yang makmum, sedangkan Ngayogyakarta
Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber
lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (lbu) kota Sanskrit
Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaanya sehari-hari,
Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta dalam

Bahasa Jawa.

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah memiliki tradisi
pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya
terdapat Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan
pemerintahanya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda disebut
Zelfbesturende Landschappen. Di jaman kemerdekaan disebut Daerah

Swapraja
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Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah
pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatanya. Pada masa kolonial
Belanda, pemerintah di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang
dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan
pemerintah kolonial Belanda. Hal ini menunjukan bahwa Keraton tidak
tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai
kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan
sendiri. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum
dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten
Pakualaman Staatsblaad Nomor 577 (Anonimous, Sejarah Provinsi DI

Yogyakarta, 2015).

Pada masa kependudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai
Daerah Istimewa atau Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri
Sultan Hamengku Bowono IX. Di bawah Kooti, secara struktural ada

wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan
Hamengku Bowono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada
Presiden Rl bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan
Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung
menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam
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VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab

langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri
Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 19945 dari Presiden RI,

2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam
VI tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);

3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono 1X dan Sri Paku Alam

VI tertanggal 30 Oktober (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang
menjadikanya sebagai Daerah Istimewa. Dalam proses perkembangan
pemerintahanya, Yogyakarta berproses dari pemerintahan Feodal dan

tradisional menjadi suatu pemerintah dengan struktur modern.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat
keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dengan DIY. Entitas DIY
mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang
merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga
merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan
dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus.

Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini
masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY
merupakan Daerah setingkat Provinsi dan meliputi Daerah bekas
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten
Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan

Daerah, dinyatakan Keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta pengesahan
Keistimewaan DIY pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus

Tahun 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.

Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata
Pemerintahan yang baik dan demokratik, ketentraman dan kesejateraan
masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan
peran dan tanggung jawab kesultanan dan kadipaten dalam menjaga dan
mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya

bangsa.

Pengaturan tersebut berdasarkan atas pengakuan atas hak asal-usul,
kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan,
kepentingan Nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya
dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis keistimewaan

DI1Y diletakkan pada tingkatan pemerintahan Provinsi.
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Sebagai ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kota
Yogyakarta kaya predikat, baik berasal dari sejarah atau potensi yang ada,
seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota

pariwisata.

Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan kota
Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman
kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman
mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan
baik kerajaan Mataram (Islam), Kasultanan Yogyakarta maupun Kadipaten

Pakualaman.

Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan
peninggalan-peninggalan kebudayaan bernilai tinggi semasa kerajaan-
kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga

berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya,

Predikat kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini
dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai
pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di provinsi ini, di
Yogyakarta terdapat banyak Mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah
Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur

Indonesia.

Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan

potensi provinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah
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destinasi tujuan pariwisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis
wisata dikembangkan di daerah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah,

wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan yang terbaru wisata malam.

Di samping predikat-predikat di ada, sejarah dan status Yogyakarta
merupakan hal menarik untuk disimak. Nama daerahnya menggunakan
sebutan DIY sekaligus sebagai statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status
Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runtutan sejarah
Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah proklamasi Kemerdekaan

Republik Indonesia.

2. Lambang Daerah dan Artinya

Gambar 2.1 Lambang Pemda DIY

Sumber : Jogjaprov.go.id

Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki makna

khusus dan arti bagi daerahnya, antara lain sebagai beriku;
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. Landasan idiil Pancasila, digambarkan dengan bintang emas
bersegi lima (Ketuhanan Yang Maha Esa), tugu dan sayap
menggambarkan (Kemanusiaan yang adil dan beradab), bulatan-
bulatan berwarna merah dan utuh (Persatuan Indonesia), Mak,
batu penyangga saka guru/tugu (kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan), dan
padi kapas (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

. 17 bunga kapas, 8 daun kapan dan 45 butir padi adalah lambang
Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

. Bulatan (golong) dan tugu berbentuk silinder (giling) adalah
lambang tata kehidupan gotong oyong.

. Nilai-nilai  kebudayaan, keagamaan dan pendidikan,
digambarkan tugu. Bunga melati dan tugu yang mencapai
bintang menggambarkan rasa sosial dengan pendidikan dan
kebudayaan luhur serta ketagwaan kepada Tuhan yang Maha
Esa. Bunga melati yang sering digunakan dalam acara
sakralmengandung nilai sendu, budaya dan religius.

. Warna-warna merah putih yang dominan, serta tugu yang tegak
adalah lambang semangat perjuangan dan kepahlawanan tatanan
“mirong” pada hiasan saka guru sebagai hiasan spesifik
Yogyakarta, adalah lambang semangat membangun.

. Sejarah terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta, dilukiskan

dengan sayap mengembang berbulu sembilan (9) helai di bagian
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10.

luar dan delapan (8) helai di bagian dalam, menggambarkan
peran Sri Sultan Hamengku Bowono IX dan Sri Paku Alam V11,
yang pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanatnya
untuk menggabungkan Daerah Kasultanan Jogjakarta dan
Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Warna hijau tua dan hijau muda adalah lambang keadaan alam
Daerah Istimewa Yogyakarta dilukiskan dengan karena ada
bagian ngarai yang subur dan ada daerah perbukitan yang kering.
Candrasengkala / Suryasengkala terbaca dalam huruf Jawa
adalah lambang rasa suka Ngesthi Praja / Yogyakarta terus
mandiri, yang artinya dengan berjuang penuh rasa optimisme.
Tugu yang dilingkari dengan padi dan kapas adalah lambang
persatuan, adil dan makmur

Ukiran, Sungging dan Prada yang indah adalah lambang nilai-
nilai peradaban yang luhur digambarkan secara menyeluruh
berwujud (Anonimous, Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta,

2010)

3. Nilai Budaya dan Batas Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai budaya adat yang

sangat khas dan mencerminkan daerah Yogyakarta itu sendiri, diantaranya
adalah Upacara Labuhan, biasanya dilakukan di daerah yang dianggap
masyarakat memiliki nilai spiritual seperti Parang Tritis, Parang Kusumo,

Gunung Merapi. Upacara Grebeg, upacara ini dilakukan pada tanggal-
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tanggal tertentu, biasanya pada tanggal 1 Syawal (Grebeg Poso), 10 Besar
(Grebeg Besar), 12 Rabbiulawal (Grebeg Mulud). Upacara samparan,
biasanya dilakukan pada bulai Sapar di daerah Gamping. Dan upacara Metri

Desa dilakukan asing-masing di setiap desa di Yogyakarta.

Batas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta arah timur adalah
kabupaten Wonogiri, arah barat Kabupaten Purworejo, arah utara Provinsi
Jawa Tengah, dan arah selatah Samudra Hindia. Wilayah Kota Yogyakarta
terbentang antara 110° 24' 19" sampai 110° 28' 53" Bujur Timur dan 7° 15!
24" sampai 7° 49' 26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m di

atas permukaan laut (Hartono, 2015).

. Profil Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Tingkat Pendidikan Penduduk DI'Y

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan oleh penduduk
Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya
penyelenggaraan pendidikan yang semakin bermutu. Secara Nasional

pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Pada tahun 2014 untuk anak-anak usia 7-12 tahun sudah mencapai
100% dalam menempuh pendidikan dasar, menurut data BPS. Hal ini
mengalami peningkatan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Rasio
murid terhadap guru pada sekolah tingkat dasar tahun 2014 sebesar 16,26

berarti secara rata-rata seorang guru akan membimbing 16 murid. Rasio
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murid pada guru pada tingkat TK/RA/BA sebesar 12,40, tingkat SLTP

sebesar 13,74, sedangkan pada tingkat SLTA pada tingkat 10,50

(Yogyakarta, 2015).

Berikut tabel persentase jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas

menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin di

Yogyakarta;

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berumur 10th Keatas

Jenis Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
Tidak/belum tamat 8,69 10,36 9,55
SD
SD/MI/Sederajat 13,09 14,84 14,00
SLTP/MTs/Sederajat 15,37 18,31 16,89
SLTA/Sederajat 43,43 38,25 40,75
Diploma I/11 0,76 0,91 0,84
Akademi/D-I11 3,92 4,43 4,19
Sarjana S-1 PT/D- 14,74 12,90 13,78
IV/S2/S3
Jumlah/Total 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kota Yogyakarta (Jogja Dalam Angka 2014 hal.59)

Pada jenjang perguruan tinggi negeri, Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta memiliki 10 perguruan tinggi, dengan jumlah mahasiswa

keseluruhan berjumlah 78,712(data BPS 2013) dengan jumlah dosen tetap

sebanyak 2,174 (data BPS 2013) orang. Adapun perguruan tinggi swasta
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(PTS) tercatat sebanyak 115 (data BPS 2013) institusi dengan rincian 40%
akademi, 33,91% sekolah tinggi, 15,65% universitas serta masing-masing
6,96% politeknik dan 3,48% institusi, dengan jumlah mahasiswa sebanyak

135,501 orang yang diasuh oleh 6.418 orang dosen (Yogyakarta, 2015).

2. Tingkat Pengetahuan Penduduk Terhadap IT

Teknologi informasi bukan merupakan hal baru bagi masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan Teknologi Informasi sudah menjadi
suatu sarana yang biasa di gunakan masyarakat Yogyakarta dalam
menunjang aktivitas sehari-hari, baik tua maupun muda. Hal ini di buktikan
dengan pesatnya pertumbuhan warung internet (Warnet) yang dapat Kita

temukan di berbagai daerah di Yogyakarta.

Selain itu, perkembangan pengguna internet melalui media selain
warnet juga, menggunakan Mobile Telephone berbasis Smart Phone.
Bahkan media tersebut tidak hanya di gunakan oleh muda-mudi, bahkan
juga menjadi perangkat yang juga biasa digunakan oleh generasi yang relatif

memiliki umur di atas 35 tahun.

Hal ini dibuktikan dengan adanya berita yang diliput, bahkan
menjadi bahan pembicaraan di kelas Nasional, yaitu adanya kampung
Cyber. Dikutip dari laman Indoberita.com pendiri media sosial terbesar di
Dunia Mark Zuckeberg menyempatkan diri untuk mengunjungi sebuah
kampung di Jogja. Sebuah kampung yang bernama kampung Cyber ini

terletak di Tamansari RT 36 Yogyakarta.
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Penggagas pendirinya kampung tersebut, Antonius Sasongko
mengaku kaget dengan kedatangan Mark Zuckberg tersebut, pasalnya
kedatanganya tanpa ada pemberitaan sebelumnya. Mark Zuckberg
mengunjungi kampung Cyber pada Minggu, 12 Oktober 2014 sekitar pukul
15.00 WIB. Mark mengaku mengetahui keberadaan kampung Cyber Jogja
tersebut. Namun ia tidak menjelaskan dari mana dia mengetahui kampung

tersebut (Hurry, 2014).

Berita di atas membuktikan bahwa pengetahuan akan teknologi
warga Yogyakarta sudah bukan hal tabu lagi. Dengan adanya sebuah
kampung yang mendapat predikat kampung Cyber dan di akui
keberadaanya oleh tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan teknologi
informasi dunia, menjadi bukti kuat bahwa warga Yogyakarta sadar dan
mengenal baik akan prana teknologi dalam kehidupan. Baik tua maupun

muda di kampung tersebut sudah akrab dengan adanya teknologi.

. Profil Dishubkominfo Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Struktur Organisasi

Visi dari dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk urusan
perhubungan, komunikasi dan informatika adalah “Terwujudnya
transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung pariwisata,
pendidikan, dan budaya, serta terwujudnya Jogja Cybe Province dan
masyarakat informasi menuju peradaban baru mendukung keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta”.
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Sedangkan untuk misi yang diusung Dishubkominfo untuk
mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka cara-cara yang akan
ditempuh atau misi pembangunan perhubungan, komunikasi dan

informatika Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

- Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang
berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan
pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola
pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi yang terintegrasi secara optimal.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo,
adalah pihak yang diberikan mandat untuk menangani e-goverment pada
tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada khususnya
Dishubkominfo diberikan mandat pada bidang Layanan Teknologi dan
Manajemen Informasi. Pada bidang ini sendiri terdiri dari dua bidang, yaitu;
Seksi perangkat jaringan dan aplikasi, serta seksi manajemen informasi
perubahan dan inovasi. Adapun untuk lebih jelasnya struktur organisasi dari

Dishubkominfo itu sendiri yaitu sebagai berikut:
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Gambar 2.2 Struktur Dishubkominfo

LAMPIRAN
Bagan Struktur Organisasi PERATURAN DAERAH PROVINI Y
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Sumber : Dishubkominfo

2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun
2008 menetapkan bahwa Ina perhubungan komunikasi dan informatika
Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan
pemerintah daerah pada bidang perhubungan komunikasi dan informatika

serta kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantu yang diberikan oleh
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pemerintah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dinas

perhubungan komunikasi dan informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

mempunyai fungsi sebagai berikut (D1Y, 2013) :

1.

10.

11.

12.

Penyusunan program dan pengendalian di udang perhubungan,
komunikasi, dan informatika;

Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi,
dan informatika;

Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan
perkotaan, dan angkutan barang;

Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta
keselamatan lalu lintas darat dan laut;

Pembinaan keselamatan penerbangan, teknis kebandaraan dan
angkutan udara;

Pengelolaan data meteorologi dan geofisika;

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional,
Pelaksanaan  koordinasi  perijinan bidang perhubungan,
komunikasi, dan informatika;

Pelaksanaan  pelayanan umum  bidang perhubungan,
komunikasi, dan informatika;

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap pelayanan jasa
telekomunikasi;

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan penertiban jasa perposan;

Pelayanan informasi internal birokrasi;
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13. Penyiapan bahan manajemen perubahan dan inovasi;

14. Pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
kebijakan bidang manajemen informasi dan pembangunan
komunikasi informasi;

15. Pemberian fasilitas bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika Kabupaten/Kota;

16. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang
perhubungan komunikasi dan informatika;

17. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan fungsi dan tugasnya.

D. Profil Website Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sejarah Berdirinya

Kondisi umum Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan
provinsi lain di Indonesia bisa dikategorikan provinsi “kecil” (secara
perwilayahan). Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 Kabupaten dan 1
Kota serta padat penduduknya, terutama di Kotamadya Yogyakarta.
Termasuk provinsi yang kuat di bidang pendidikan, pariwisata, dan budaya.
Reformasi dari e-Goverment menjadi unggulan dalam beberapa tahun
terakhir ini. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah dengan

presentasi pengakses internet sangat tinggi di Indonesia (Peringkat 4).

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Indonesia (APJII) Yogyakarta: penetrasi internet di Yogyakarta berada pada
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ranking ke-2 setelah DKI yaitu sebesar 35%. Pengguna internet di
Kabupaten Gunungkidul atau warga yang mengakses internet di tiga bulan
terakhir tercatat hanya 16,51% (Paling rendah di DIY). Menurut hasil
pemeringkatan e-Goverment tahun 2012 vyang diadakan oleh

Kemenkominfo RI, DI'Y menempati peringkat 4.

Teknologi informasi (IT) dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam
mendukung tercapainya visi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknologi
informasi  dimanfaatkan untuk mencapai Pemda Daerah Istimewa
Yogyakarta yang katalistik untuk mendukung terwujudnya masyarakat DIY
yang mandiri. Sehingga ke depan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta

menjadi Pemda yang berorientasi Jogja Cyber Province (Hari, 2015).

Pada tanggal 11 Oktober 2011 yang lalu pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta melakukan sebuah langkah yang sangat impresif
dalam usaha mengembangkan e-Goverment di daerahnya, yaitu dengan
meluncurkan  sebuah portal (website) yang beralamatkan di

www.Jogjaprov.go.id .

Portal tersebut lahir dari perubahan cara pandang dan pendekatan
yang dilakukan dalam hal pelayanan publik. Mulai dari perubahan Site map
dari website Pemda DIY yang pada awalnya mengarah pada Goverment
Centric akhirnya di rubah menjadi citizen Centric, dalam hal tersebut adalah

titik penekanan dari lahirnya website Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Paradigma citizen Centric merupakan makna pokok dari Blueprint
Jogja cyber province sebagaimana tertuang dalam peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 42 Tahun 2006 tentang Blueprint
Jogja cyber province Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan
pengembangan Digital Goverment Services (DGS) yaitu berorientasi pada
masyarakat (Citizen Centric) yang dimaknai bahwa pemerintah harus dapat
memberikan layanan bagi masyarakat dalam rangka pemberdayaan untuk
meningkatkan daya saing dan taraf hidup dari masyarakat di Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Portal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan
gerbang utama bagi layanan berbasis teknologi informasi di Pemerintah
DIY. Karena dalam portal tersebut terdapat hyperlink ke sekitar 50 website
yang tersebar di setiap SKPD dan UPTD yang ada. Dengan demikian
dengan adanya portal ini masyarakat tidak akan tersesat dalam pencarian
informasi. Dan mempermudah masyarakat dalam mengakses website sektor

pemerintah yang lain melalui website Jogjaprov ini.

2. Gambaran Umum Website

Dalam menentukan nama domain website harus menggunakan nama
resmi nama daerah bersangkutan, diikuti nama singkatan kepemerintahan
daerah. Untuk pemerintah provinsi singkatan yang digunakan “Prov”,
pemerintah kabupaten singkatanya adalah “Kab”, pemerintah kota

singkatanya adalah “Kota”. Sebagai contoh:
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- Nama situs Web Pemprov Sumatra Utara adalah

WWW.sumutprov.go.id.

- Nama situs Web Pemkab Bandung adalah

www.bandungkab.go.id.

- Nama situs Web Pemkot Palu adalah www.palukota.go.id.

Permohonan/pendaftaran nama domain go.id untuk situs resmi pemerintah
daerah diajukan kepada menteri komunikasi dan informatika.
Permohonan/pendaftaran domain go.id, harus di tanda tangani oleh

sekretaris daerah untuk pemerintah tingkat daerah (USDRP, 2010).

Jadi memang untuk setiap pemerintah provinsi dan juga pemerintah
daerah kabupaten/kota nantinya akan berbeda dalam hal penamaan alamat
website-nya. Dan berdasarkan aturan penamaan dan pemilihan domain
maka alamat resmi dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

www.Jogjaprov.qo.id.

Dari segi tampilan (Appearance) pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta menampilkan pop up (menu info) berupa branding name dari
Yogyakarta itu sendiri, yaitu logo ‘Jogja Istimewa’ sebagai jargon dari
pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, suguhan utama bagi
user saat mengakses website tersebut adalah berita utama dari Yogyakarta
dan di tengah berupa cuplikan dan berita terupdate dan Hot News yang

sedang terjadi.
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Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ingin mengupayakan
untuk menciptakan sebuah website yang mengarah kepada citizen Centric.
Hal ini di wujudkan dengan adanya pengkhususan Colom dalam pemilihan
pelayanan yang disediakan. Di ujung kanan atas berupa pengelompokan
pelayanan berdasarkan beranda, warga, pembisnis, pengunjung,
pemerintah, Diana dalam sup tersebut akan ada berbagai pelayanan sesuai
dengan jenis pengunjung yang mengakses. Hal ini berorientasikan pada

pelayanan masyarakat yang prima.

Untuk memperjelas apa saja yang ada pada halaman pilihan website
pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maka bisa kita lihat pada tabel di

bawah ini :

Tabel 2.3 Rincian Menu Pilihan Pada Website Pemerintah DIY

Pilihan Menu Utama Menu Pilihan
Halaman
Beranda 1. Berita Terkini - Informasi
2. Pengumuman - Layanan Online
3. Layanan dan - direktori

Informasi Pemda
DIY
4. Tautan Penting
Pemda DIY
Peta Lokasi

Warga Catatan Sipil - Informasi

Pekerjaan - Layanan Online

w Moo

Kesehatan - Info transportasi
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4. Kemasyarakatan Lowongan pekerjaan
5. Pendidikan
6. Tanggap Darurat
Pembisnis 1. Perintisan Peta wilayah
2. Pengelolaan Info transportasi
3. Perluasan Tender terbaru
taitan
Pengunjung 1. Vidio Jogja Fasilitas
2. Kalender Informasi
Kegiatan Tautan
3. Wisata Agenda kegiatan
4. Kuliner
5. Kerajinan
Pemerintahan 1. Kalender Profil pemerintah
Kegiatan Profil daerah
2. DGS Unggulan Tautan

Produk Hukum

Situs Tautan

Agenda kegiatan

Untuk setiap sup dalam rincian “Menu Pilihan” tentu saja masih

memiliki banyak opsi yang dapat di pilih oleh pengunjung website secara

detail.
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